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ABSTRAK

Sebagai negara penghasil emisi terkecil yang rentan terhadap dampak
perubahan iklim, Negara Berkembang Pulau Kecil atau Small Island Developing
States (SIDS) membutuhkan aturan hukum lingkungan internasional yang dapat
memberikan perlindungan terhadapnya. Hukum lingkungan internasional belum
mengatur mengenai tanggung jawab negara yang kegiatannya menghasilkan emisi
karbon dan berkontribusi signifikan atas terjadinya perubahan iklim.

Penelitian hukum ini mengkaji SIDS sebagai negara terdampak perubahan
iklim dan tanggung jawab negara penghasil emisi karbon atas dampak perubahan
iklim yang dialami oleh SIDS. Penulis menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach),
dengan menganalisis berbagai sumber hukum internasional, baik utama dan
sekunder.

Hasil dari penelitian hukum ini adalah masih ada kekosongan hukum dalam
hukum lingkungan internasional yang mengatur ketentuan mengenai SIDS dan
tanggung jawab negara atas perubahan iklim. Meskipun demikian, SIDS dapat
mendirikan tanggung jawab negara atas pelepasan emisi karbon yang menyebabkan
perubahan iklim dengan menggunakan berbagai sumber kewajiban negara yang
telah diatur dalam hukum internasional, memanfaatkan berbagai forum litigasi serta
berpartisipasi dalam negosiasi dan perkembangan hukum lingkungan internasional.
Kata kunci: perubahan iklim, SIDS, tanggung jawab negara.
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ABSTRACT

As the countries who contribute the least to emit carbons and are vulnerable
to the adverse effects of climate change, Small Island Developing States (SIDS)
require safety from the international environmental law. There has yet been binding
agreement on international environmental law which governs the responsibilities
of States on climate change.

This legal research examines the SIDS as countries who are affected by
climate change and the development of States’ responsibilities on adverse impacts
of carbon emissions. The author employs the statutory approach and conceptual
approach to analyze various sources of international law, both primary and
secondary.

As a result, there is still a legal vacuum in international environmental law
which governs the rules on SIDS and States’ responsibilities in the context of
climate change. However, SIDS can establish the arguments on States’
responsibility for the release of carbon emissions which prompts the adverse effects
of climate change by using various sources of States’ obligations governed under
international law, utilizing several litigation forums, as well as participating in
negotiations and developments of international environmental law.

Keywords: climate change, SIDS, states’ responsibility
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